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KEMENTERIAN PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

a—y

NOMOR. 27 TAHUN 2012
TENTANG

ADMINISTRASI PENYEDIAAN PRAJURIT SUKARELA
TENTARA NASIONAL INDONESIA

~

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Undang-Undang
Nomar 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administf¥si
Prajurit Tentara Nasional indonesia perlu diatur ketentuan tentang

Administrasi Penyediaan Prajurit Sukarela Tentara Nasional
Indonesia;

bahwa Peraturan Menteri Pertahanan yang mengatur mengenai
persyaratan, penerimaan, pendidikan pertama, pengangkatan
menjadi Prajurit Tentara Nasianal Indonesia, Ikatan Dinas Pertama,
dan penganggaran dalam rangka pengaturan administrasi
pényediaan Prajurit Tentara Nasional Indonesia, sudah tidak
sesuai = dengan perkembangan Tentara Nasional Indonesia
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004
tentang Tentara Nasional Indonesia dan Peraturan Pemerintah
Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara
Nasional Indonesia; '

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Pertahanan tentang Admiristrasi Penyediaan Prajurit Sukarela
Tentara Nasicnal Indonesia; ' ‘

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
(Lembaran Negara Republix Indonesia Nomor 3 Tahun 2002,
Tainbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional
Indonesia (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004
Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4439); L ' ' : '

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi
Prajurit Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 50, Tumbahar Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5120);




4. Peraturan Presiden Nomor.10 Tahun 2010 tentang Susunan
Organisasi Tentara Nasional Indonesia; '

5. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara
Republik Indones_ia Tahun 2010 Nomor 469); '

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG ADMINISTRASI

PENYEDIAAN PRAJURIT SUKARELA TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini, yang dimaksud dengan:

1.
2.

10.

11.

12.

vWa_rga Negara adalah Warga Negara Republik Indonesia.,

Menteri adalah menteri yang men¥elenggarakan unsur Pemerintah di bidang
pertahanan negara. '

Panglima adalah Panglima Tentara Nasional Indonesia.

Penyediaan adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk MEMProses seseorang
Warga Negara menjadi Prajurit Sukarela Tentara Nasional Indonesia sesuai
dengan persyaratan yang ditentukan meliputi  kampanye, penerimaan,
pendidikan pertama, pengangkatan, dan ikatan dinas pertama, - '

Kampanye adalah kegiatan penerangan dan informasi yang dilaksanakan dalam
rangka mendukung proses penerimaan.

Penerimaan adalah proses Warga Negara yang secara sukarela ingin
mengabdikan diri menjadi Prajurit Sukarela Tentara Nasional Indonesia.

Calon Prajurit Sukarela Tentara Nasional Indonesia adalah Warga Negara yang

'sedang mengikuti proses kegiatan penerimaan.

Pendidikan Pertama adalah pendidikan untuk membentuk Prajurit Siswa
menjadi Prajurit Sukarela Tentara Nasional Indonesia yang ditempuh melaluj
pendidikan dasar keprajuritan. .

Prajurit Siswa adaléh Warga Negara yang sedang menjalani pendidikan pertama
untuk menjadi Prajurit Sukarela Tentara Nasional Indonesia.

Ikatan Dinas adalah hubungan hukum antara seseorang Warga Negara dengan
negara guna menjalani Dinas Keprajuritan. : :

Ikatan Dinas Pertama adalah Ikatan Dinas yang dibuat guna menjalani Dinas
Keprajuritan untuk yang pertama kalinya selama jangka waktu tertentu sebagai
Prajurit Karier. ' '

Ikatan Dinas Pendek adalah Ikatan Dinas Keprajuritan paling singkat 5 (lima)
tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diangkat kembali menjadi

Prajurit Karier sesuai dengan persyaratan.




Pasal 3

(1) Kampanye dilaksanakan dengan Kkegiatan publikasi dan bimbingan kepada
arga Negara dalam rangka memberi kesempatan untuk menjadi  Prajurit
Sukarela Tentara Nasional Indonesia.

(2) Publikasi dan bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
secara terencana dan terus menerus sepanjang Tahun Anggaran, dikaitkan
dengan kegiatan penerimaan Prajurit Sukarela Tentara Nasional Indonesia.

(3) Ketentuan lebih lanjut. mengenai penyelénggaraan kampanye sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Petunjuk Pelaksanaan, '

, ‘ BAB II
PERSYARATAN MENJADI PRAJURIT SUKARELA TENTARA NASIONAL INDONESIA

Bagign Kesatu
Umum
Pasal 4

Seseorang Warga Negara dapat diangkat menjadi Prajurit Sukarela Tentara Nasjonal
Indonesia apabila; :

a. memenuhi persyaratan umum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 ayat (1)
Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan
1) P :

Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang
Administrasi Prajurit Tentara N asional Indonesia; :

b. memenuhi persyaratan lain sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5;
¢. lulus dalam seleksi dan terpilih; dan
d. lulus pendidikan pertama.
Bagian Kedua
Persyaratan Lain
Pasal 5
(1) Persyaratan usia pada saat masuk pendidikan pertama untuk menjadi Prajurit
Sukarela Tentara Nasional Indonesia, yaitu;
a. Prajurit Karier:;
1)  perwira berusia paling tinggi:..
a) 22 (dua puluh dua) tahun bagi yang berijazah Sekolah Lanjutan
Tingkat Atas; . B _ -
b) 26 (dua puluh enam) tahun bagi yang berijazah Diploma Tiga;

c) 30 (tiga puluh) tahun bagi yang berijjazah Strata Satu; dan .
d) 32 (tiga puluh dua) tahun bagi yang berijazah Strata Satyu Profesi.




2) bintara dan tamtama, paling tfnggi 22 {dua puluh dua) tahun,

b.  Prajurit Sykarela Dinas Pendek:
1. perwira berusia paling tinggi:

a) 22 (dua puluh dua) tahun bagi yang berijazah Sekolah Lanjutan
Tingkat Atas; -

b} .26 (dua puluh cnam) tahun bagi yang berijazah Diploma Tiga;

c) 30 (tiga puluh) tahun bagi yang berijazah Strata Satu; dan

d) 32 (tiga puluh dua) tahun bagi yang berijazah Strata Satu Profesi.
2. bintara, paling tinggi 22 (dua puluh dua) tahun,

(2) Persyaratan tinggi b'adan untuk menjadi Prajurit Sukarela Tentara Nasional
. Indonesia; ‘ .

a) | paling rendah 163 (seratus enam puluh tigd) scntimetgzr bagi pria; dan
b) 157 (seratus lima puluh tujuh) sentimeter bagi wanita dengan persyaratan
berat badan yang seimbang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(3) "Persy_aratan pendidikan untuk __ﬁmenjadi Prajurit Sukarela Tentara Nasional
Indonesia adalah: i3 . S A

a. perwira:

1. berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas bagi Perwira ’F;reljurit Karier
- yang dibentuk melalui Akademi Militer, Akademi Angkatan Laut, dan
. Akademi Angkatan Udara;

2. berijazah paling rehdah Diploma Tiga bagi Perwira Prajurit Karier yang
* dibentuk melalui Sekolah Perwira Prajurit Karier; dan - o

3. . berijazah paling rendah Sekolah ‘Lanjutan Tingkat Atas .bagi Perwira
Prajurit Sukarela Dinas Pendek. '

b.  bintara, berijazah paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas; dan
c. tamtama, berijazah paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertarna.

(4) Persyaratan status kawin, keahlian, keterampilan, pengalaman, dan persyaratan
tambahan/khusus sesuai kebutuhan diatur dengan Peraturan Panglima.

[

BAB :
PENERIMAAN MENJADI PRAJURIT SUKARELA
TENTARA NASJONAL INDONESIA

Bag_iaﬁ: Keséitﬁ

' Pasdl 6

(1) Penerimaan dilaksanakan oleh Panitia Penerimaan - di bawah
Kementerian Pertahanan, L




(2)

Panitia Penerimaan terdiri atas Panitia Penerimaan Pusat, Panitia Penerimaan

~ Daerah, dan Sub Panitia Penerimaan Daerah,

(3) Susiman keangg_qtaan. dan tata kerja Panitia Penerimaan éebagaimana dimaksud
pada ayat (2) lebih lanjut diatur dengan Peraturan Panglima.
Bégian Kedua
Pengurnuman
_ Pasal 7
Panitia Penerimaan fnengeluarkan. pehgumuman Yang seluas-luasnya dengan

tenggang waktu yang cukup tentang penerimaan Warga Negara menjadi calon Prajurit
Sukarela Tentara Nasional Indonesia sesuaj dengan Program Kerja Tentara Nasional
Indonesia Tahun Anggaran yang bersangkutan,

(1)

(2)

| yang ditetapkan,

Bagian Keliga
Pendaftaran

Pasal 8

Setiap Warga Negura yang berminat untuk menjadi Prajurit Sukarela Tentara

.Nasional Indonesia dan memenuhj persyaratan, dapat mendaftarkan dir kepada

Panitia  Penerimaan Daerah dan Sub Panitia Penerimaan Daerah derigan
mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Menteri Pertahanan u.p.
Ketua Pariifia Penerimaan Daerah dilampiri persyaratan yang ditentukan dalam
pengumuman. - L - " Lo

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur dengan Peraturan Panglima. 5 .

Baéian Keempat
Penelitian APerfsyaratan__ '

Pasal 9

Penelitian  persyaratan dilakukan untuk  menentukan . keabsahan dan

kelengkapan “persyaratan administrasi agar  dapat dipanggil mengikuti
pemeriksaan dan/atau pengujian. - ; .

_ Keabsahan dan kélengkapan,.perSyarat'ah adrnix'ﬁiéﬁasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan penentuan jumlah yang akan dipanggil, dilakukan oleh Panitia
Penerimaan Daerah dan Sub Panitia Penerimaax} Daerah sesuai!dengan alokasi -

i

Bagian Kelima
Pemanggilan

Pasal 10

Panitia Penerimaan Daerah atau Sub Panitia Penerimaan Da¢rah memanggii yang

g

memenuhi : persyaratan sebagaimana dimaksud dalarr_l. Pasal 9 ayat (2] untuk
mengikuti pemeriksaan dan/atau pedgujian.” LU s




_ Bagian Keenam
Pemeriksaan dan/atau Pengujian

Pasal 11

(1) Panitia Penerimaan melaksanakan pemeriksaan dan/atau pengujian te‘rhada
i:allon Plraliu_nt Sukarela Tentara Nasional Indonesia untukprnegné]ntukan yang
ulus seleksi, : '

(2) Pemeriksaan dan/atau _bengujian terhadap calon Prajurit Sukarela Tentara
Nasional Indonesia meliputi bidang kesehatan, mental ideologi, kesemaptaan
Jasmani, psikologi, dan pengetahuan akademik sesuai kebutuhan,

(3) Panitia Penerimaan Daerah atau Sub Panitia Penerimaan Daerah vmelaksanakan
pemeriksaan dan/atau pengujian tingkat daerah dan Panitia Penerimaan Pusat
melaksanakan pemeriksaan dan/atau pengujian tingkat pusat.

(4) Panitia Penerimaan menetapkan dan menYusuh daftar peringkat calon Prajurit
Sukarela Tentara Nasional Indonesia.

Bagian Ketujuh
Pemilihan

HDasal 12

(1) Panitia Penerimaan melaksanakan sidang untuk memilih yang terbaik dari calon
Prajurit Sukarela Tentara Nasional Indonesia yang lulus sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 ayat (4) berdasarkan alokasi yang ditentukan.

(2) Panitia Penerimaan mengumumbkan calon Prajurit Sukarela Tentara Nasional
Indonesia yang terpilih untuk mengikuti  pendidikan pertama dan
mengembalikan calon yang tidak terpilih ketempat daerah asal pendaftaran.

Bagian Kedelapan
Pengangkatan Menjadi Prajurit Siswa

Pasal 13

Pengangkatan calon Prajurit Sukarela Tentara Nasional Indonesia yang terpilih
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) menjadi Prajurit Siswa ditetapkan
dengan Keputusan Panglima, '

BAB IV
PENDIDIKAN PERTAMA

Pasal 14

(1) Prajurit Siswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diharuskan mengikuti
pendidikan pertama. .

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan pertama
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Panglima.




- BAB V
- PENGANGKATAN MENJADI
PRAJURIT SUKARELA TENTARA NASIONAL INDONESIA

(1) Pengangkatan menjadi Prajurit Sukarela Tentara Nasional Indonesia dan

(2)

(2)

&

(1)

(2)

pemberian pangkat pertama sesuaj dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Létnan Dua, bagi lulusan pendidikan pertama perwifa;

b. Sersan Dua, bagi lulusan pendidikan pertama bintara; dan

C.  Prajurit Dua atau Kelasi Dua, bagi lulusan pendidikan pertama tamtama_
Khﬁsus bagi lulusan peﬁdidikan pertama Perwira Prajufit Karier, diangkat
menjadi Prajurit Sukarela dan diberi pangkat Letnan Dua, serta ditambah masa
dinas keprajuritan penyesuaian dengan ketentuan sebagai berikut:

a. minus satu tahun, bagi lqlusan Diploma Tiga;

b.  nol tahun, bagi lulusan Strata Satu; dan

c.  satu tahun, bagi lulusan Strdtd Satu Profesi.

BAB VI
IKATAN DINAS

Pasal 16

Prajurit Karier menjalani dinas keprajuritan dengan Ikatan Dinas Pertama yang
dapat dilanjutkan dengan Ikatan Dinas Lanjutan.

Lamanya masa Ikatan Dinas Pertama sebagaimana "d.imaksud pada ayat (1) bagi:
a.  Perwira 10 (sepuluh) tahun;

b.  Bintara paling singkat 7 (tujuh) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun;
dan ' '

c. Tamtama paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun.
Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Ikatan Dinas Pertama sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Panglira.

Pasal 17
Prajurit Sukarela Dinas Pendek menjalani dinas keprajuritan dgngan Ikatan
Dinas Pendek yang berlaku terhitung mulai tanggal lulus pendidikan pertama

dan tidak dapat diperpanjang.

Lamanya masa Ikatan Dinas Pendek ditetapkan paling singkat 5 (lima) tahu_n.dan
paling lama 10 (sepuluh) tahun dengan mempertimbangkan lamanya pendidikan

- pertama dan kepentingan yang khas masing-masing Matra Angkatan.




Pasal 18

(1) Formulir untuk Ikatan Dinas Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16

ayat (1) tercantum pada Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri
ini. ' " ‘ '

(2) lkatan Dinas Pertama dan Ikatan Dinas Pendek dibuat dan ditandatangani
bersama oleh calon Prajurit Sukarela Tentara Nasional Indonesia terpilih dan
Menteri atas nama Negara Republik Indonesia,dengan ketentuan sebagai berikut:

a. bagi yang terpilih menjadi perwira dilakukan oleh yang bersangkutan dan
Menteri ; dan '

bersangkutan dan masing-masing Kepala Staf Angkatan sebagai pejabat
yang menerima delegasi wewenang dari Menteri,

b. bagi yang terpilih menjadi bintara dan tamtama dilakukan oleh yang

BAB VII
PENGANGGARAN

s
Pasal 19

Biaya pelaksanaan kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
dibebankan kepada Anggaran Kementerian Pertahanan. '

Pasal 20

Biaya kegiatan penerimaan Warga Negara menjadi Prajurit Sukarela Tentara Nasional
Indonesia yang meliputi pendaftaran, penelitian persyaratan, pemanggilan,
pemeriksaan dan/atau pengujian, dan pengembalian yang tidak lulus atau yang tidak
terpilih dibebankan kepada Anggaran Kementerian Pertahanan, .

Pasal 21

(1) Warga Negara, pada saat mengikuti kegiatan penyediaan yang diselenggarakan
oleh Panitia Penerimaan, mengalami musibah yang mengakibatkan cacat atau
meninggal dunia, diberj_kan santunan kecelakaan. ‘ :

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran santunan kecelakaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri Pertahanan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peratufan Menteri ini akan diatur kemudian dengan
keputusan tersendiri.




Pasal 23,

Pada saat Peraturan. Menteri ini mulai berlaku, Peraturan. Ménteri Pertahanan
Keamapan Nomor 01 Tahun 1991 tentang Administrasi Penyediaan Prajurit Angkatan
Bersenjata Republik Indonesia sepanjang ketentuan yang mengatur tentang

administrasi penyediaan Prajurit Sukarela Tentara Nasional Indonesia dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku. -

Pasal 24

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri
ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. '

'Ditétapkall di Jakarta

pada tanggal 10 Juli 2012

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDON:ESIA,‘

Cap/tertanda

po
PURNOMO YUSGIANTORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 2012

MENTERI HUKUM ADAN HAK ASASI MANUSIA
: REPUBLIK INDONESIA
Cap/tertanda

AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 839

~Autentikasi _
o rElada Biro Tata usaha

7
GV rWanto, M.A. M.Ed
el Jenderal TNI
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NOMOR 27 TAHUN 2012
TENTANG ‘

ADMINISTRASI PENYEDIAAN PRAJURIT SUKARELA TENTARA
NASIONAL INDONESIA ‘

Ii‘ORMULIR UNTUK IKATAN DINAS PERTAMA

Formulir 1

SURAT PERJANJIAN IKATAN DINAS PERTAMA
PERWIRA PRAJURIT KARIER/PERWIRA PRAJURIT SUKARELA

Berdasarkan Pasal 23 Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara
Nasional Indonesia, Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010
tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Peraturan Menteri

Pertahanan Nomeor ... " Tahun -+ tentang Administrasi Penyediaan Prajurit
Sukarela Tentara Nasional Indonesia

Yang bertandatangan di bawah ini:

I Nama

Tempat/tgl.lahir

Pendidikan

Alamat '
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA; dan

II Menteri Pertahanan dalam hal ini bertindak atas nama Negara.

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. |

Pasal 1

Pihak Pértama dan Pihak Kedua bersepakat untuk mengadakan hubungan

hukum dalam bentuk ikatan dinag keprajuritan yang akan dijalani secara
sukarela oleh Pihak Pertama,

Pasal 3

Pihak Pertama bersedia menjalani pendidikan pertama yang ditentukan dengan
sungguh-sungguh, dan bersedia mengganti segala biaya yang telah dikeluarkan
oleh negara selama menjalani pendidikan pertama, apahila dengan sengaja atau
karena kesalahan sendiri tidak menyelesaikan pendidikan pertama tersebut, . -

Pasal 4

Pihak -Pertama bersedia menundukkan diri kepada Hukum Militer, Disiplin

Militer, Sapta Marga, Sumpah Prajurit, peraturan yang bherlaku dj lingkungan’
militer, ' ' : ~ s




| Pasal 5

Pihak Pertama bersedia menerima segala akibat hukum yang timbul apabila

Pihak Pertama setelah lulus pendidikan pertama tidak melaksanakan atau tidak
menyelesaikan ikatan dinas pertama. - § :

Pasal 6

Pihak Kedua menjamin segala hak yang harus diterima oleh Pihak Pertama

selama menjalani dinas keprajuritan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan. . o

Pasal 7

Surat Perjanjian Ikatan Dinas Pertama inj dibuat dan ditandatangani oleh kedua

belah pihak di ..... pada hari ..... dan tanggal ... sebagai bukti terjadinya
hubungan hukum dalam dinas keprajuritan.

Jakarta,

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA,
MENTERI PERTAHANAN R,




Formulir 2

SURAT PERJANJIAN IKATAN DINAS PERTAMA
BINTARA/ TAMTAMA PRAJURIT KARIER/PRAJURIT SUKARELA

Berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara
Nasional Indonesia, Pas:’:d 17 Peraturan Pemerintah ‘Nomor 39 Tahun 2010
tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Peraturan Menteri

Pertahanan Nomor ... tanggal ..... tentang Administrasi Penyediaan Prajurit
Sukarela Tentara Nasional Indonesia :

Yang bertandatangan di bawah ini:
I Nama o

Tempat/tgl.lahir

Pendidikan :

Alamat : (
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA; dan

II Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, Kepala Staf
Angkatan Udara, dalam ,hal ini sebagai pejabat yang menerima
wewenang dari Menteri Pértahanan RI.

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pasal 1

Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat untuk mengadakan hubungan
hukum dalam bentuk ikatan dinas keprajuritan yang akan dijalani secara
sukarela oleh Pihak Pertama.

Pasal 2
Pihak Pertama secara sukarela mengikatkan diri -dalam dinas keprajuritan
sebagai : ‘ .
1 Bintara Prajurit Sukarela paling singkat 7 (tujuh) tahun dan paling lama

10 (sepuluh) tahun;

2. Tamtama Prajurit Sukarela

paling singkat 5 (lima) tahun dan
10 (sepuluh) tahun;

terhitung mulai




4

" Pasal 5

Pihak Pertama bérsedia menerima segala akibat hukum-yang timbul apabila
Pihak Pertama setelah lulus pendidikan pertama tidak melaksanakan atau tidak
menyelesaikan ikatan dinas pertama.

Pasal 6

Pihak Kedua menjamin segala hak yang harus diterima oleh Pihak Pertama

selama menjalani dinas keprajuritan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan. \ :

Pasal 7

Surat Perjanjian Ikatan Dinas Pertama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua

belah pihak di ..... pada hari ..... dan tanggal ..... sebagai bukti terjadinya
hubungan hukum dalam dinas keprajuritan. C :

Jakarta,
PIHAK KEDUA - PIHAK PERTAMA,
KEPALA STAF ANGKATAN i
' DARAT/ANGKATAN

LAUT/ANGKATAN UDARA,
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éURAT PERJANJIAN.IKATAN DINAS PENDEK
PERWIRA PRAJURIT SUKARELA DINAS PENDEK

Berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara
Nasional Inc{opema, Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010
tentang Administrasi: Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Peraturan Menteri

Pertahanan Nomor ..... tanggal ,.... tentang Administrasi Penyediaan Prajurit
Sukarela Tentara Nasional Indonesia Y !

Yang bertandatangan di bawah ini:

I Nama o
Tempat/tgl.lahir
Pendidikan :
Alamat

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,; dan
I Menteri Pertahanan dalam hal ini bertindak atas nama Negara.

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pasal 1

Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat untuk mengadakan hubungan
hukum dalam hentuk ikatan dinas keprajuritan yang akan dujalani secara
sukarela oleh Pihak Pertama., '

Pasal 2

- Pihak Pertama secara sukarela mengikatkan diri dalam dinas keprajuritan
sebagai Perwira Prajurit Sukarela Dinas Pendek paling singkat 5 (lima) tahun dan

paling lama 10. (sepuluh) tahun terhitung mulai tanggal Ilulus pendidikan
pertama Perwira. .

Pasal 3

Pihak Pertama bersedia menjalani pendidikan pertama yang ditentukan dengan
sungguh-sungguh, dan bersedia mengganti segala biaya yang telah dikeluarkan
oleh negara selama menjalani pendidikan pertama, apabila dengan segaja atau
karena kesalahan sendiri tidak menyelesaikan pendidikan pertama tersebut.

Pasal 4

Pihak Pertama bersedia menundukkan diri kepada Hukum Militer, Disiplin
Militer, Sapta Marga, Sumpah Prajurit, peraturan yang berlaku di lingkungan
militer. . - ~

Pasal 5

Pihak Pertama bersedia menerima segala akibat hukum ang timbul apabila
Pihak Pertama setelah lulus pendidikan pertama tidak melaksanakan atau tidalk
menyelesaikan ikatan dinas pertama. ' '
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Pasal 6

Pihak Kedua menjamin segala hak yang harus diterima oleh Pihak Pertama
selama menjalani dinas keprajuritan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan. . |

~Pasal 7

Surat Perjanjian Ikatan Dinas Pertama inj dibuat dan ditandatangani oleh kedua

‘belah pihak di ..... pada hari ... dan tanggal ..... sebagai bukti terjadinya
hubungan hukum dalam dinas keprajuritan. _
Jakarta,
PIHAK KEDUA | PIHAK PERTAMA,

MENTERI PERTAHANAN RI,

R
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"S'URAT PERJANJIAN IKATAN DINAS PENDEK
- BINTARA PRAJURIT SUKARELA DINAS PENDEK

Berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara
- Nasional Indonesia, Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010
tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Peraturan Menteri

Pertahanan Nomor ... tanggal ..... tentang Administrasi Penyediaan Prajurit
Sukarela Tentara Nasional Indonesia

Yang hertandatangan d1 bawah ini:

I Nama
Tempat/tgl.lahir
Pendidikan -
Alamat

Selanjutnya djscbut PIHAK PERTAMA; dan

II Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, Kepala Staf
Angkatan Udara, dalam hal ini sebagai pejabat yang menerima
wewenang dari Menteri I;grtahanan RI.

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pasal 1

Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat untuk mengadakan hubungan
hukum dalam bentuk ikatan dinas keprajuritan yang akan dijalani secara
sukarela oleh Pihak Pertama.

Pasal 2

Pihak Pertama secara sukarela mengikatkan diri- dalam dinas keprajuritan
sebagai Bintara Prajurit Sukarela Dinas Pendek paling singkat 5 (lima) tahun dan
paling lama 10 (sepuluh) tahun terhitung mulai. tanggal lulus pendidikan
pertama Bintara. - -

Pasal 3

Pihak Pertama bersedia menjalani pendidikan pertama yang ditentukan dengan
sungguh-sungguh, dan bersedia mengganti segala biaya yang'telah dikeluarkan
oleh negara selama menjalani pendidikan pertama, apabila engan segaja atau
karena kesalahan sendiri tidak menyelesaikan pendidikan pertama tersebut,

Pasal 4
Pihak Pertama bersedia menundukkan diri kepada Hukum Militer, Disiplin
Militer,. Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan’ peraturan yang berlaku di
lingkungan militer, .

Pasal 5
Pihak Pertama bersedia menerima -ségala akibat hukum yang ti

Pihak Pertama setelah lulus pendidikan pertama tidak melaksanak,
‘menyelesaikan ikatan dinas pertama. : o




Pasal 6

Pihak Kedua mépjagnin segala hak yang harus diterima oleh Pihak
selama ‘menjalani dinas kep
undangan.

 he : Pertama
rajuritan sesuai ketentuan peraturan perundang-

Pasal 7

- Surat Perjanjian Ikatan Dinas Pertama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua

belah pihak di ..... pada hari ..... dan tanggal ..... sebagai bukti terjadinva
hubungan hukum dalam dinas keprajuritan. 8 o Y

Jakarta,
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA,
KEPALA STAF ANGKATAN
DARAT/ANGKATAN s

LAUT/ANGKATAN UDARA,

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,
Cap/tertanda

PURNOMO YUSGIANTORO

Autentikasi

Biro Tata usaha
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